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Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar
di -
KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Karanganyar untuk menghadiri Rapat DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan
dilaksanakan besok pada :

L

RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG Il :

Hari, Tanggal - Kamis, 19 Februari 2026
Pukul - 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara 1. Pembukaan;

2. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang |
Tahun 2025,

3. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Hasil
Pelaksanaan Reses Masa Sidang | Tahun 2025;

4. Penetapan Keputusan DPRD tentang Hasil Pelaksanaan Reses
Masa Sidang | Tahun 2025;

5. Penutup.

Pakaian - PSR.

2. RAPAT PIMPINAN DAN ANGGOTA BAPEMPERDA, PIMPINAN DAN ANGGOTA

KOMISI D DPRD DAN TIM AHLI :

Hari, Tanggal : Kamis, dan Jumat , 19 dan 20 Februari 2026
Pukul : 11.00 WIB (Kamis)
00.00 WIB (Jumat)
Tempat : Ruang Aspirasi DPRD
Acara : Rapat koordinasi penyusunan NA Rancangan Perda yang Berasal

dari DPRD Tahun 2026.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

/2 KETUADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A TEN KARANGANYAR,

Tembusan kepada Yth.:  STgso—afiss
- Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : JI. Lawu No. 85 Karanganyar Telpon (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG |
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

Hari . Kamis

Tanggal 19 Februari 2026

Pukul - 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
) Jenis Rapat . Rapat Paripurna
Il.  Sifat Rapat . Terbuka.
lll.  Acara Rapat : 1. Pembukaan;

2. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa
Sidang 1 Tahun 2025;

3. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Hasil
Pelaksanaan Reses Masa Sidang 1 Tahun 2025:

4. Penetapan  Keputusan DPRD tentang  Hasil
Pelaksanaan Reses Masa Sidang 1 Tahun 2025;

5. Penutup.
IV.  Pimpinan Rapat:
1. Nama . H. Anung Marwoko, S.T., M.H.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
V. Sekretaris Rapat:
1. Nama . Aris Martopo, S.P., M.T.
2. Jabatan . PIt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.

VI. Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi PDI Perjuangan 15 Orang
2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 O0rang
3. Fraksi PKS : 5 Orang
4. Fraksi Demokrat : 7 Orang
5. Fraksi PKB : 5 Orang
6. Fraksi Gerindra - 4 Orang

Jumlah 45 Orang



VIl Jumlah Anggota DPRD yang hadir :
1. Fraksi PDI Perjuangan 9
2. Fraksi Partai GOLKAR 6

3. Fraksi PKS r B

4. Fraksi Demokrat © 6

5. Fraksi PKB 3

6. Fraksi Gerindra I 2

Jumlah : 31

Yaitu :
A. Fraksi PDI Perjuangan :
. Drs. Sri Harjono.
. Eni Candrawati, S.E.
. Bambang Sutrisno.
. Prasetya Ady Saputra.
. Eko Pujiyanto.
. Suyono.
Budi Santoso, S.E.

©O~NOUAWN=

Wahyu Budi Sugiharto, S.E

B. Fraksi Partai GOLKAR :
1. H. Anung Marwoko, S.T., M
2. H. Suparmi, S.E.
3. Hj. Suwarni, S.E.
4. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.
5. Tony Noor Prapto.
6. Tri Hanggo Koesbiantoro, S

C. Fraksi PKS :
1. Darwanto, S.E.
2. Syirajudin Akhmad, A.Md.
3. Mustagim, S.Pt.
4. Sarjono, S.Sos.
5. H. Ali Akbar, S.E.

D. Fraksi Demokrat :
1. Supriyanto, S.T.
2. Jati Wijanarko.
3. Murdiyanto, S.H
4. Suwanto.
5. H. Sujito, S.H.
6. Achmat Alvianto Nasrulloh

orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang

. Sri Partini Handayani, S.Pd.

H.

E.



E. Fraksi Partai PKB :
1. Tiara Puspita, S.H.
2. Dewi Wulan Sari, S.E.
3. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd.

F. Fraksi Gerindra :

1. Sukarni, A.Md.
2. Setiawan Dibroto, S.E.

VIll. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan -6 orang
2. Fraksi Partai GOLKAR 3 orang
3. Fraksi PKS : 0 orang
4. Fraksi Demokrat :1 orang
5. Fraksi PKB 12 orang
6. Fraksi Gerindra 2 orang

Jumlah :14 orang

Yaitu :
A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo, dengan alasan ijin.
2. Latri Listyowati, S.E., dengan alasan ijin.
3. Boby Aditia Putra P, S.Sos., M.M., dengan alasan ijin.
4. Sartono, S.H., dengan alasan ijin.
5. H. Hanung Turwadiji, S.E., dengan alasan ijin.
6. Joko Pramono, S.Sos., M.Si., dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR :
1. H. AW Mulyadi, S.H., dengan alasan ijin.
2. Arief Tri Wahyudi, S.T., dengan alasan ijin.
3. M. Abrar Rismahendra, S.E., dengan alasan ijin

C. Fraksi PKS :
- Nihil.

D. Fraksi Demokrat :
1. Muhammad Mubarok, S.Kom, dengan alasan ijin.

E. Fraksi PKB :
1. Tony Hatmoko, S.E., M.M., dengan alasan ijin.
2. Muh Irsyam, S.Pd., dengan alasan ijin.

F. Fraksi Gerindra :
1. Tri Nur Nugroho., dengan alasan ijin.
2. Wawan Pramono., dengan alasan ijin.

IX. Daftar Hadir Eksekutif : Terlampir.



X. Jalannya Rapat.
Pemandu Acara : Yohana Wahyuti P, S.Sos.
Assalamu'alaikum, Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Karanganyar Baru.

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, perkenankan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang I
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar,
dengan acara:

‘PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG | DPRD KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025" pada hari ini Rabu Kamis, 19
Februari 2026 dimulai.

Pimpinan Rapat ;-—--- H. Anung Marwoko, S.T., M.H., Wakil Ketua DPRD ---—--
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Yang saya hormati segenap Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Plt. Sekretaris DPRD, para Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional Ahli Muda Sekretariat DPRD
Kabupaten Karanganyar dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna pada pagi hari ini, marilah kita
panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kita
dapat hadir di Gedung Paripurna DPRD ini, untuk mengikuti Rapat

Paripurna Ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Masa Sidang Il Tahun 2026.

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya
hormati,

Kami mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa
Ramadhan 1447 Hijriah/ 2026 Masehi bagi umat muslim di
Kabupaten Karanganyar, dimanapun berada

Semoga dalam melaksanakan ibadah, senantiasa
dilandasi keikhlasan dan kesabaran, serta membawa keberkahan,

kedamaian, dan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.



Dengan mengucap “BISMILLAHIRRAHMAAN
NIRRAHIIM”, Skors dicabut, Rapat Paripurna Ke-2 Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang
Il Tahun 2026 dengan agenda:

‘PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG LAPORAN HASIL

PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG | DPRD KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025" pada hari ini Kamis, 19 Februari
2026, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3 x (kali)

Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu
acara.

Pemandu Acara : Yohana Wahyuti P, S.Sos.
Acara berikutnya Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses
Masa Sidang | DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :-----— H. Anung Marwoko, S.T., M.H., Wakil Ketua DPRD -------

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya
berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan dan program
Pemerintan Kabupaten Karanganyar benar-benar memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan dapat memperkuat
kebersamaan di daerah pemilihan masing-masing serta
menumbuhkan semangat gotong royong dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (4) Peraturan
DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib, menyatakan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil
pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit
memuat:

a. waktu dan tempat kegiatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

¢. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Untuk efisiensi waktu, saya tawarkan kepada segenap
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar,

“Setujukah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang |
Tahun 2025 tersebut untuk tidak dibacakan satu persatu
didepan Rapat Paripurna, tetapi cukup diserahkan/
dikumpulkan kepada Pimpinan Rapat?”

Rapat Menjawab Setuju
Ketuk Palu 1 x (kali)

Terima kasih




Pemandu Acara : Yohana Wahyuti P, S.Sos.
Acara berikutnya Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD
Kabupaten Karanganyar tentang Laporan Hasil Pelaksanaan
Reses Masa Sidang | DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat DPRD, Bp. Agus Supono, S.Sos.

Kepala Bagian FPP : Agus Supono, S.Sos.
Membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten

Karanganyar tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa
Sidang | DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.



RANCANGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2025
TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA PERSIDANGAN I

Menimbang

Mengingat

TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.oa.

|

KABUPATEN KARANGANYAR,

bahwa  sehubungan dengan  telah selesainya
pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Karanganyar
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, maka
laporan hasil pelaksanaan reses perlu disampaikan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar dalam Rapat Paripurna;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Hasil Pelaksanaan
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Masa Persidangan [ Tahun Sidang
2025/2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
Nomor 17);

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/45 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Masa Persidangan I Tahun Sidang
2025/2026;

MEMUTUSKAN :

Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan I Tahun Sidang
2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
Mengirimkan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati
Karanganyar untuk ditindaklanjuti.

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR,

BAGUS SELO

- Bupati Karanganyar.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2026
TENTANG HASIL PELAKSANAAN
RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MASA  PERSIDANGAN I TAHUN
SIDANG 2025/2026

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025/2026

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masa reses adalah masa dimana Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama
di luar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara perseorangan maupun
secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna
menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam
bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain
sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1
(satu) kali reses bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten/kota.

Masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan
memperhatikan :

a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota di wilayah
provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

c. hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
selama masa sidang; dan

d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota
mempunyai kewajiban yang diantaranya dilaksanakan dimasa reses
yaitu :

a. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;



b. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Yang dimaksud dengan kunjungan kerja secara berkala
adalah kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin
pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan
konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui
fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten/kota.

Sedangkan pemberian pertanggungjawaban secara moral dan
politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di
daerah pemilihannya

Untuk itu guna menyerap dan menghimpun aspirasi
konstituen melalui kunjungan Kkerja secara berkala dan
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya maka diadakan Kkegiatan
Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025/2026.

. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/45 Tahun 2026 tentang
Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;

. Maksud dan Tujuan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan [ Tahun Sidang

2025/2026 :

1. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen;

2. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada pemilih di daerah pemilihannya;



D.

E.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Reses.
Tanggal : 22, 23, 24, 26, 27, dan 28 Desember Tahun 2025

Tempat : Pelaksanaan reses dilaksanakan diseluruh wilayah

Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

1. Daerah Pemilihan 1 : Kecamatan Karanganyar,
Mojogedang, Matesih.

2. Daerah Pemilihan 2 : Kecamatan Tawangmangu
, Ngargoyoso,
Karangpandan, Kerjo,
Jenawi.

3. Daerah Pemilihan 3 : Kecamatan Jatipuro,
Jatiyoso, Jumapolo,
Jumantono.

4. Daerah Pemilihan 4 : Kecamatan Colomadu,
Gondangrejo.

5. Daerah Pemilihan 5 : Kecamatan Tasikmadu,

Jaten, Kebakkramat.

Pelaksana dan Peserta

Yang melaksanakan reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar, baik yang dilakukan
secara perseorangan maupun secara berkelompok dan pesertanya
adalah konstituen serta masyarakat di daerah pemilihan masing-
masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Ruang Lingkup Laporan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Karanganyar melaksanakan kunjungan kerja yang dilakukan
secara berkala di masa reses, dalam menyerap dan menghimpun
aspirasi konstituen dan memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

I[I. HASIL RESES

Berbagai aspirasi serta permasalahan yang diperoleh, dirumuskan
menurut bidang komisi DPRD , yaitu meliputi :

A. KOMISI A : BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

1.

2.

w

Proses pengurusan Izin Berusaha seringkali mengalami kendala
teknis dari pemerintah pusat.

Tingkat kedisiplinan perangkat desa menurut masyarakat masih
rendah.

. Masih adanya kekosongan perangkat desa di beberapa desa.
. Peningkatan sarana dan prasarana Desa untuk menunjang

pelayanan masyarakat.

. Agar ada program peningkatan SDM untuk aparatur desa dalam

pengelolaan anggaran desa supaya lebih efektif dan bisa
memajukan desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.

. Perlunya peningkatan informasi publik ditingkat masyarakat desa

untuk bisa mengakses informasi dari pemerintah daerah.
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10.

11.

12.

13.

Perlunya peningkatan pengawasan penegak hukum.

Perlunya transparansi anggaran kepada masyarakat.

Tunjangan kesejahteraan LINMAS untuk diperhatikan karena
peran mereka di desa sangat diperlukan.

Pelonggaran kebijakan untuk dana desa dalam pembangunan
infrastruktur.

Anggaran untuk kelurahan dan desa diharapkan naik setiap
tahunnya, agar meningkatkan memajukan pembangunan dan
kegiatan kelurahan/desa, sehingga kedepannya bisa
memakmurkan warga desa/kelurahan.

Data penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung
Tunai untuk di update/diperbarui agar sesuai kenyataan di
lapangan. Karena ada warga yang kurang mampu yang tidak
mendapat bantuan, sedangkan ada warga yang mampu yang
malah mendapatkan bantuan.

Perlunya ketegasan pemerintah kepada perusahaan yang ada di
daerah yang melanggar aturan. Contoh : gaji karyawannya yang
belum UMK.

B. KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN

L.

2.

10.

11

BUMD-BUMD agar lebih dimaksimalkan kinerjanya dalam upaya
meningkatkan PAD.

Pemerintah pusat dan daerah agar bisa menyediakan kebutuhan
pupuk bagi petani, karena masih banyak petani yang
mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk
pertaniannya dan harga jual hasil panen yang rendah ketika
musim panen sangat merugikan petani.

. Perlunya penambahan usaha mikro untuk membantu

perekonomian masyarakat.

Perlunya tempat atau wadah untuk dapat mempromosikan UMKM
dari pelaku usaha mikro ke masyarakat luas.

. Perlunya kemudahan bantuan dan pinjaman lunak untuk

membantu permodalan usaha kecil dan mikro di masyarakat desa.

. Perlunya kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk menemui

buruh/pekerja sehingga tahu kondisi yang sebenarnya di
lapangan.

. Sulithya mencari pekerjaan bagi warga masyarakat Kabupaten

Karanganyar terutama bagi warga yang berusia di atas 40 tahun.
Para petani masih berkeluh kesah tentang rendahnya nilai jual
komoditi saat panen, cuaca ekstrim juga menyebabkan hasil
panen tidak maksimal.

Harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat di akhir tahun
2025 yang tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan/upah
masyarakat.

Dampak program MBG, para pedagang sayur Kkeliling
pendapatannya menurun rata-rata 50%, apalagi pedagang sayur
di pasar tradisional nyaris tidak mendapat dagangan karena dari
petani sudah langsung dijual ke SPPG.

Perlunya penguatan modal bagi pedagang kecil di pasar dengan
skema bunga murah dan persyaratan mudah.



12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

Perlunya perhatian lebih kepada kelompok- kelompok usaha
ternak agar usaha mereka dapat berkembang.

Pelayanan publik di Puskesmas-Puskesmas dan RSUD per hari ini
sudah banyak masyarakat yang menyatakan kepuasannya
berkaitan dengan fasilitas dan layanan publik yang terus
berbenah.

Beberapa kasus PHK karyawan yang menyisakan polemik

berkepanjangan yang merugikan karyawan, untuk itu dinas
terkait agar membantu memfasilitasinya.

Akhir-akhir ini banyak perusahaan di Kabupaten Karanganyar
yang mengurangi karyawannya, mohon Pemerintah Kabupaten
Karanganyar ikut berperan dalam permasalahan tersebut agar
perekonomian tetap stabil.

Para petani sayur banyak yang mengeluhkan tentang serangan
hama, sehingga panen sayur tidak maksimal, diharapkan
pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama Dinas Pertanian

untuk membantu petani sayur dalam mengatasi serangan hama
tersebut.

Kawasan kebun buah dan sayur di sekitaran kawasan wisata di
Kabupaten Karanganyar yang menjadi pendapatan utama petani
diharapkan untuk tetap dijaga dari alih fungsi lahan agar lahan
hijau yang subur dapat lestari dan memberikan kontribusi bagi
ketahanan pangan.

Kawasan Tawangmangu terutama di pasar tawangmangu yang
menjadi daya tarik wisatawan agar dapat lebih ditata dan
dikembangkan karena di musim liburan berpotensi memberikan
kontribusi pendapatan yang signifikan bagi masyarakat dan
pemerintah daerah.

C. KOMISI C : BIDANG INFRASTRUKTUR

1.

Masih banyak ditemukan sekolah yang dari segi sarana dan
prasarana yang kurang memadai bagi proses belajar mengajar,
tentunya hal ini dapat menghambat kesuksesan dari program
pendidikan.

. Jalan dan infrastruktur sudah mulai membaik, akan tetapi ada

beberapa ruas jalan yang perawatannya dari dinas terkait belum
optimal, tambalan jalan kualitasnya belum sesuai.

. Menutup tempat pembuangan sampah open dumping dialihkan

menjadi sanitary landfill.

Perlunya pemerataan pembangunan sarana prasarana dan
infrastruktur daerah yang berkualitas secara inklusif dan
berkelanjutan dalam meningkatkan aksesbilitas antar wilayah
Program RTLH yang sudah berjalan baik dan sangat membantu
masyarakat agar tetap dilanjutkan.

. Mayoritas jalan dusun sudah di beton, agar lebih tahan lama

mohon ada program pengaspalan jalan.

. Kualitas pembangunan proyek infrastruktur yang berasal dari

APBD harus sesuai spesifikasi, untuk itu pengawasan dalam
proses pengerjaannya harus lebih ketat.



10.

11.

12.

. Perlu tambahan bantuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan

dan atau pemeliharaan ruas jalan di kecamatan-kecamatan.
Pembangunan sumur dalam untuk pertanian dan kebutuhan
masyarakat sehari-hari sangat diperlukan, terutama di daerah-
daerah yang rawan kekeringan.

Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah di desa/kecamatan
sangat diperlukan, agar kebersihan lingkungan terjaga.

Perbaikan infrastruktur di daerah rawan bencana.

Ada beberapa tempat wisata yang belum ada penunjuk arah,
sehingga banyak wisatawan yang salah arah ketika menuju
destinasi wisata, untuk itu agar dinas terkait segera memberi
rambu penunjuk arah.

D. KOMISI D : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.

Pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat perdesaan
dengan memberikan bantuan bibit tanaman, perikanan, ternak
dan sarana prasarana pertanian.

. Banyak KIS yang dinonaktifkan oleh Pemerintah membuat

masyarakat kebingungan dan merasa Kkesulitan dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan serta beberapa Kkasus
masyarakat yang BPJS Mandiri mengalami Kesulitan

perekonomian yang mengakibatkan tidak mampu membayar iuran
BPJS.

. Penerima PKH masih ada yang tidak sesuai, mohon untuk

dilakukan pendataan ulang agar PKH tepat sasaran.

. Banyak masyarakat tidak mampu yang tidak terakses atau

mendapatkan bantuan sosial dikarenakan belum masuk DTKS

serta petugas PMK yang seringkali tidak peka dengan kondisi
sosial di daerahnya.

. Masyarakat mengeluhkan terkait kebijakan baru BPJS yang

merampingkan jenis-jenis penyakit yang bisa dicover oleh BPJS.

. Ketidakstabilan ekonomi, minimnya pendapatan dan tuntutan

pemenuhan kebutuhan mengakibatkan kerentanan sosial yang
berpotensi menjadi gangguan keamanan dan meningkatkan
kriminalitas, untuk itu perlu menjadi perhatian dan antisipasi
bersama secara sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan
warga masyarakat.

Jaminan ketersediaan pupuk baik yang subsidi atau tidak untuk
petani di musim panen agar ditingkatkan, agar tidak terjadi
kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani.

Masyarakat mengeluhkan mengenai pemutihan BPJS terutama
BPJS PBI apalgi saat mau opname masyarakat baru sadar kalau
diblokir dan pengurusan sangat rumit dan berbelit-belit.
Perekonomian Nasional yang menurun membawa dampak
bertambahnya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan
pekerjaan, maka perlu dukungan bantuan dana atau pelatihan
kepada kelompok-kelompok usaha dalam bidang kesenian,
peternakan, UKM, Koperasi dan perdagangan kecil.



10. Banyak masyarakat miskin yang tidak terakses atau mendapatkan
bantuan sosial karena belum masuk di DTKS serta petugas PMK
yang seringkali tidak peka dengan kondisi sosial di daerahnya.

11. Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar bekerjasama dengan
badan-badan usaha, pelaku usaha dan industri untuk membuat
expo lowongan pekerjaan karena banyak angkatan kerja yang
membutuhkan.

12. Perbaikan jalan Karangpandan-Ngargoyoso berjalan lancar dan
sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan
terutama tujuan ke daerah wisata Kecamatan Ngargoyoso.

13. Ketergantungan kelompok masyarakat miskin pada bantuan
pemerintah menjadi masalah klasik yang perlu dicarikan solusinya
secara komprehensif.

14. Perlunya persiapan penanggulangan bencana dan ketahanan
pangan daerah dalam menyikapi perubahan cuaca yang tidak
menentu dan kondisi cuaca ekstrem yang Dberpotensi
menimbulkan bencana alam

III. PENUTUP

Dalam kegiatan reses ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Karanganyar diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
memperdalam wawasan mengenai permasalahan dalam pemerintahan
dan masyarakat serta dapat memaksimalkan peran Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan aspirasi masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang
makmur dan tentram.

Untuk itu, Pemerintah  kabupaten Karanganyar agar
menindaklanjuti berbagai temuan tersebut agar Kkesejahteraan
masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa meningkat.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan [ Tahun Sidang
2025/2026, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya kami bersama
masyarakat menunggu tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah,
demi kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Karanganyar Tentram.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO



Pemandu Acara : Yohana Wahyuti P, S.Sos.
Acara berikutnya Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten
Karanganyar tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa
Sidang | DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat .- H. Anung Marwoko, S.T., M.H., Wakil Ketua DPRD -------
Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,
Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota
DPRD yang telah melaksanakan Reses Masa Sidang | Tahun 2025
dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaannya. Selanjutnya,
laporan tersebut akan kami sampaikan kepada Bupati
Karanganyar.
Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Keputusan
DPRD tentang Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang | Tahun
2025 telah dibacakan oleh Saudara Agus Supono, S.Sos.,
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
Selanjutnya saya tawarkan kepada peserta Rapat
Paripurna,
“ Setujukah Rancangan Keputusan DPRD tentang Laporan
Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang | DPRD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi
Keputusan DPRD ?”
Rapat menjawab “Setuju”
Ketuk palu 1 x (kali)
Terima kasih.

Pemandu Acara : Yohana Wahyuti P, S.Sos.
Acara terakhir Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat ;-—-—- H. Anung Marwoko, S.T., M.H., Wakil Ketua DPRD -------
Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya
hormati,

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta rapat
yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Karanganyar dengan tenang dan penuh kesabaran sehingga Rapat
Paripurna ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.3/ 2 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR MASA PERSIDANGAN I

Menimbang

Mengingat

TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Toa.

KABUPATEN KARANGANYAR,

bahwa sehubungan dengan telah selesainya
pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Karanganyar
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, maka
laporan hasil pelaksanaan reses perlu disampaikan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar dalam Rapat Paripurna; -
bahwa  berdasarkan  pertimbangan = sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Hasil Pelaksanaan
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Masa Persidangan [ Tahun Sidang
2025/2026;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1650 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- "
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
Nomor 17);

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/45 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Masa Persidangan [ Tahun Sidang
2025/2026;

MEMUTUSKAN :

Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan | Tahun Sidang
2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
Mengirimkan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati
Karanganyar untuk ditindaklanjuti.

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGAANYAR,

5y

BAG@US SELO

- Bupati Karanganyar.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ TAHUN 2026
TENTANG HASIL PELAKSANAAN
RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MASA PERSIDANGAN I TAHUN
SIDANG 2025/2026

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025/2026

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masa reses adalah masa dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar
gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) secara perseorangan maupun secara berkelompok
untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat. Pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
(DPRD) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mewujudkan rasa keadilan
dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial,
ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut Kehidupan
masyarakat.

Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu)
kali reses bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten/kota.

Masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan
memperhatikan :

a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota di wilayah
provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
rencana kerja Pemerintah Daerah;

c. hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
selama masa sidang; dan

d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.



Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota
mempunyai kewajiban yang diantaranya dilaksanakan dimasa reses
yaitu :

a. menyerap dan menghimpun aspirasi Konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;

b. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Yang dimaksud dengan kunjungan kerja secara berkala adalah
kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin
pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen
dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/Kkota.

Sedangkan pemberian pertanggungjawaban secara moral dan
politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah
pemilihannya

Untuk itu guna menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen
melalui kunjungan Kkerja secara berkala dan memberikan
pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di
daerah pemilihannya maka diadakan kegiatan Pelaksanaan Reses
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa
Persidangan | Tahun Sidang 2025/2026.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja memjadi Undang-Undang(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 100.3.3/45 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2025/2026;



C. Maksud dan Tujuan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan 1 Tahun Sidang
2025/2026 :

1. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen;
2. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
pemilih di daerah pemilihannya;

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Reses.
Tanggal : 22, 23, 24, 26, 27, dan 28 Desember Tahun 2025

Tempat : Pelaksanaan reses dilaksanakan diseluruh wilayah

Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

1. Daerah Pemilihan 1 : Kecamatan Karanganyar,
Mojogedang, Matesih.

2. Daerah Pemilihan 2 : Kecamatan Tawangmangu ,
Ngargoyoso, Karangpandan,
Kerjo, Jenawi.

3. Daerah Pemilihan 3 : Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso,
Jumapolo, Jumantono.

4. Daerah Pemilihan 4 : Kecamatan Colomadu,
Gondangrejo.

5. Daerah Pemilihan 5 : Kecamatan Tasikmadu, Jaten,
Kebakkramat.

E. Pelaksana dan Peserta
Yang melaksanakan reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar, baik yang dilakukan
secara perseorangan maupun secara berkelompok dan pesertanya
adalah konstituen serta masyarakat di daerah pemilihan masing-
masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

F. Ruang Lingkup Laporan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Karanganyar melaksanakan kunjungan kerja yang dilakukan secara
berkala di masa reses, dalam menyerap dan menghimpun aspirasi
konstituen dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.



II. HASIL RESES
Berbagai aspirasi serta permasalahan yang diperoleh, dirumuskan
menurut bidang komisi DPRD , yaitu meliputi :

A. KOMISI A : BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

1.

2.

G
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~
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10.

11s

12.

13.

Proses pengurusan lzin Berusaha seringkali mengalami kendala
teknis dari pemerintah pusat.

Tingkat kedisiplinan perangkat desa menurut masyarakat masih
rendah.

Masih adanya kekosongan perangkat desa di beberapa desa.
Peningkatan sarana dan prasarana Desa untuk menunjang
pelayanan masyarakat.

Agar ada program peningkatan SDM untuk aparatur desa dalam
pengelolaan anggaran desa supaya lebih efektif dan bisa memajukan
desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Perlunya peningkatan informasi publik ditingkat masyarakat desa
untuk bisa mengakses informasi dari pemerintah daerah.

Perlunya peningkatan pengawasan penegak hukum.

Perlunya transparansi anggaran kepada masyarakat.

Tunjangan kesejahteraan LINMAS untuk diperhatikan karena peran
mereka di desa sangat diperlukan.

Pelonggaran kebijakan untuk dana desa dalam pembangunan
infrastruktur.

Anggaran untuk kelurahan dan desa diharapkan naik setiap
tahunnya, agar meningkatkan memajukan pembangunan dan
kegiatan kelurahan/desa, sehingga kedepannya bisa memakmurkan
warga desa/kelurahan.

Data penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung
Tunai untuk di update/diperbarui agar sesuai kenyataan di
lapangan. Karena ada warga yang kurang mampu yang tidak
mendapat bantuan, sedangkan ada warga yang mampu yang malah
mendapatkan bantuan.

Perlunya ketegasan pemerintah kepada perusahaan yang ada di
daerah yang melanggar aturan. Contoh : gaji karyawannya yang
belum UMK.

B. KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN

L.

2.

3.

Pajak daerah agar lebih diintensifkan karena potensi pajak daerah
yang belum dimaksimalkan masih banyak, terutama pajak restoran.
BUMD-BUMD agar lebih dimaksimalkan kinerjanya dalam upaya
meningkatkan PAD.

Pemerintah pusat dan daerah agar bisa menyediakan kebutuhan
pupuk bagi petani, karena masih banyak petani yang mengeluhkan
sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk pertaniannya dan
harga jual hasil panen yang rendah ketika musim panen sangat
merugikan petani.
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11,
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Perlunya penambahan usaha mikro untuk membantu perekonomian
masyarakat.

Perlunya tempat atau wadah untuk dapat mempromosikan UMKM
dari pelaku usaha mikro ke masyarakat luas.

Perlunya kemudahan bantuan dan pinjaman lunak untuk
membantu permodalan usaha kecil dan mikro di masyarakat desa.
Perlunya kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk menemui
buruh/pekerja sehingga tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Sulitnya mencari pekerjaan bagi warga masyarakat Kabupaten
Karanganyar terutama bagi warga yang berusia di atas 40 tahun.
Para petani masih berkeluh kesah tentang rendahnya nilai jual
komoditi saat panen, cuaca ekstrim juga menyebabkan hasil panen
tidak maksimal.

Harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat di akhir tahun
2025 yang tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan/upah
masyarakat.

Dampak program MBG, para pedagang sayur Keliling pendapatannya
menurun rata-rata 50%, apalagi pedagang sayur di pasar tradisional
nyaris tidak mendapat dagangan karena dari petani sudah langsung
dijual ke SPPG.

Perlunya penguatan modal bagi pedagang kecil di pasar dengan
skema bunga murah dan persyaratan mudah.

Perlunya perhatian lebih kepada kelompok- kelompok usaha ternak
agar usaha mereka dapat berkembang.

Pelayanan publik di Puskesmas-Puskesmas dan RSUD per hari ini
sudah banyak masyarakat yang menyatakan kepuasannya berkaitan
dengan fasilitas dan layanan publik yang terus berbenah.

Beberapa kasus PHK karyawan yang menyisakan polemik
berkepanjangan yang merugikan karyawan, untuk itu dinas terkait
agar membantu memfasilitasinya.

Akhir-akhir ini banyak perusahaan di Kabupaten Karanganyar yang
mengurangi  karyawannya, mohon Pemerintah Kabupaten
Karanganyar ikut berperan dalam permasalahan tersebut agar
perekonomian tetap stabil.

Para petani sayur banyak yang mengeluhkan tentang serangan
hama, sehingga panen sayur tidak maksimal, diharapkan
pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama Dinas Pertanian
untuk membantu petani sayur dalam mengatasi serangan hama
tersebut.

Kawasan kebun buah dan sayur di sekitaran kawasan wisata di
Kabupaten Karanganyar yang menjadi pendapatan utama petani
diharapkan untuk tetap dijaga dari alih fungsi lahan agar lahan
hijau yang subur dapat lestari dan memberikan kontribusi bagi
ketahanan pangan.



19.

Kawasan Tawangmangu terutama di pasar tawangmangu yang
menjadi daya tarik wisatawan agar dapat lebih ditata dan
dikembangkan karena di musim liburan berpotensi memberikan
kontribusi pendapatan yang signifikan bagi masyarakat dan

pemerintah daerah.

C. KOMISI C : BIDANG INFRASTRUKTUR

1.

10.

11.
12.

Masih banyak ditemukan sekolah yang dari segi sarana dan
prasarana yang kurang memadai bagi proses belajar mengajar,
tentunya hal ini dapat menghambat kesuksesan dari program
pendidikan.

Jalan dan infrastruktur sudah mulai membaik, akan tetapi ada
beberapa ruas jalan yang perawatannya dari dinas terkait belum
optimal, tambalan jalan kualitasnya belum sesuai.

. Menutup tempat pembuangan sampah open dumping dialihkan

menjadi sanitary landfill.

Perlunya pemerataan pembangunan sarana prasarana dan
infrastruktur daerah yang berkualitas secara inklusif dan
berkelanjutan dalam meningkatkan aksesbilitas antar wilayah
Program RTLH yang sudah berjalan baik dan sangat membantu
masyarakat agar tetap dilanjutkan.

Mayoritas jalan dusun sudah di beton, agar lebih tahan lama mohon
ada program pengaspalan jalan.

Kualitas pembangunan proyek infrastruktur yang berasal dari APBD
harus sesuai spesifikasi, untuk itu pengawasan dalam proses
pengerjaannya harus lebih ketat.

Perlu tambahan bantuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan
dan atau pemeliharaan ruas jalan di kecamatan-kecamatan.
Pembangunan sumur dalam untuk pertanian dan kebutuhan
masyarakat sehari-hari sangat diperlukan, terutama di daerah-
daerah yang rawan kekeringan.

Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah di desa/kecamatan sangat
diperlukan, agar kebersihan lingkungan terjaga.

Perbaikan infrastruktur di daerah rawan bencana.

Ada beberapa tempat wisata yang belum ada penunjuk arah,
sehingga banyak wisatawan yang salah arah ketika menuju destinasi
wisata, untuk itu agar dinas terkait segera memberi rambu penunjuk
arah.

D. KOMISI D : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

X

Pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat perdesaan
dengan memberikan bantuan bibit tanaman, perikanan, ternak dan
sarana prasarana pertanian.

Banyak KIS yang dinonaktifkan oleh Pemerintah membuat
masyarakat kebingungan dan merasa kesulitan dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan serta beberapa kasus masyarakat yang BPJS
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10.

11.

12,

13.

14.

Mandiri mengalami kesulitan perekonomian yang mengakibatkan
tidak mampu membayar iuran BPJS.

Penerima PKH masih ada yang tidak sesuai, mohon untuk dilakukan
pendataan ulang agar PKH tepat sasaran.

. Banyak masyarakat tidak mampu yang tidak terakses atau

mendapatkan bantuan sosial dikarenakan belum masuk DTKS serta
petugas PMK yang seringkali tidak peka dengan kondisi sosial di
daerahnya.

Masyarakat mengeluhkan terkait kebijakan baru BPJS yang
merampingkan jenis-jenis penyakit yang bisa dicover oleh BPJS.
Ketidakstabilan ekonomi, minimnya pendapatan dan tuntutan
pemenuhan kebutuhan mengakibatkan kerentanan sosial yang
berpotensi menjadi gangguan keamanan dan meningkatkan
kriminalitas, untuk itu perlu menjadi perhatian dan antisipasi
bersama secara sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan
warga masyarakat.

Jaminan Kketersediaan pupuk baik yang subsidi atau tidak untuk
petani di musim panen agar ditingkatkan, agar tidak terjadi
kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani.

Masyarakat mengeluhkan mengenai pemutihan BPJS terutama BPJS
PBI apalgi saat mau opname masyarakat baru sadar kalau diblokir
dan pengurusan sangat rumit dan berbelit-belit.

Perekonomian Nasional yang menurun membawa dampak
bertambahnya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan
pekerjaan, maka perlu dukungan bantuan dana atau pelatihan
kepada kelompok-kelompok usaha dalam bidang kesenian,
peternakan, UKM, Koperasi dan perdagangan kecil.

Banyak masyarakat miskin yang tidak terakses atau mendapatkan
bantuan sosial karena belum masuk di DTKS serta petugas PMK
yang seringkali tidak peka dengan kondisi sosial di daerahnya.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar bekerjasama dengan
badan-badan usaha, pelaku usaha dan industri untuk membuat
expo lowongan pekerjaan karena banyak angkatan kerja yang
membutuhkan.

Perbaikan jalan Karangpandan-Ngargoyoso berjalan lancar dan
sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan
terutama tujuan ke daerah wisata Kecamatan Ngargoyoso.
Ketergantungan kelompok masyarakat miskin pada bantuan
pemerintah menjadi masalah klasik yang perlu dicarikan solusinya
secara komprehensif.

Perlunya persiapan penanggulangan bencana dan ketahanan pangan
daerah dalam menyikapi perubahan cuaca yang tidak menentu dan
kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana alam



III. PENUTUP

Dalam kegiatan reses ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Karanganyar diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam
wawasan mengenai permasalahan dalam pemerintahan dan masyarakat
serta dapat memaksimalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Karanganyar dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan aspirasi
masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan tentram.

Untuk itu, Pemerintah kabupaten Karanganyar agar menindaklanjuti
berbagai temuan tersebut agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Karanganyar bisa meningkat.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Persidangan I Tahun Sidang
2025/2026, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya kami bersama masyarakat
menunggu tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah, demi kemajuan
dan kemakmuran Kabupaten Karanganyar Tentram.

KETU.A DE‘WAN PERWAKILAN RAKYAT




Dengan mengucap ‘“ALHAMDULILLAAHI
ROBBILAAL’AMIN" Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten
Karanganyar Masa Sidang |l Tahun 2026 pada hari Kamis, 19
Februari 2026 saya nyatakan ditutup.

Ketuk palu 3 x (kali) ---—--eeeeeeeeeee

Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.
Tuhan menyertai kita semua,

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Rahayu

Menyanyikan bersama lagu BAGIMU NEGERI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Utama Muda (IV/b)
NIP. 19700429 199603 1 003
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KABUPATEN KARANGANYAR
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